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B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 19 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM  

TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN SETIAP KELURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 

Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun 2020, Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah yang 

memperoleh Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 

Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan untuk 

memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2020 

tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format 

Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2020; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan 

Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan 

Pendanaan Setiap Kelurahan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
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tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 



3 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
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2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1560); 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP 

KELURAHAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 

Bupati Tanah Laut. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan 

sebagai perangkat kecamatan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
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9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

 

Pasal 2 

 

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan 

yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi 

kelurahan di Daerah kabupaten yang bersumber dari 

APBN untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

kelurahan. 

 

BAB II 

PENGALOKASIAN SETIAP KELURAHAN 

 

Pasal 3 

 

(1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

adalah sebesar Rp1.830.000.000,00 (satu miliar 

delapan ratus tiga puluh juta rupiah). 

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 

dengan dibagikan secara merata kepada 5 (lima) 

kelurahan, yaitu Kelurahan Pelaihari, Kelurahan 

Angsau, Kelurahan Sarang Halang, Kelurahan Karang 

Taruna dan Kelurahan Pabahanan. 

(3) Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

 

Pasal 4 

  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 4 Maret 2020aret 

2020 30 Desember 2016 

BUPATI TANAH LAUT, 

  

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 4 Maret 2020       

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 19angkan 

di PelaihaSEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 

       H. ABDULLAH 

     

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  TAHUN 2016 NOMOR 11 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN : (225/2016)  
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR :  19 TAHUN 2020 

TANGGAL :   4 MARET 2020 

 

BESARAN DANA ALOKASI UMUM  

TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN SETIAP KELURAHAN 

 

NO. KELURAHAN 

ANGGARAN 

ALOKASI BERDASARKAN 

PERPRES TENTANG  

RINCIAN APBN  

TAHUN ANGGARAN 2020 

ALOKASI BERDASARKAN 

PERDA TENTANG APBD 

KABUPATEN TANAH LAUT  

TAHUN ANGGARAN 2020 

1. Pelaihari Rp366.000.000,- Rp365.999.900,- 

2. Angsau Rp366.000.000,- Rp366.000.000,- 

3. Sarang Halang Rp366.000.000,- Rp366.000.000,- 

4. Karang Taruna Rp366.000.000,- Rp366.000.000,- 

5. Pabahanan Rp366.000.000,- Rp366.000.000,- 

 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

  

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 


